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Abstrak 

Bentuk korupsi yang dilakukan anggota DPRD Sumut terkait dengan laporan 

pertanggungjawaban APBD Gubernur provinsi Sumut pada Tahun Anggaran 2012- 2014 

adalah suap atau gratifikasi, yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugasnya dalam 

membuat peraturan perundang-undangan (legislasi), menyetujui anggaran (budgeting), dan 

pengawasan (controling) terhadap pelaksanaaan kebijakan pemerintah daerah. Suap sebagai 

delik pidana korupsi dalam Undang-Undang PTPK diatur dalam beberapa pasal, yaitu : 

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 11, Pasal 12 B, Pasal 13 Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi yang dilakukan anggota DPRD dalam 

perspektif kriminologi merupakan suatu kejahatan. Tafsir kejahatan terhadap perbuatan yang 

dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, karena perbuatan tersebut dianggap telah 

menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana korupsi yang ideal dalam perspektif kriminologi, dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu upaya penal dan upaya non penal.  

Kata Kunci : Analisis Kriminologi, Korupsi, Anggota DPRD. 

 

Abstract 

The form of corruption committed by members of the North Sumatra DPRD related to the 

accountability report of the Provincial Government's APBD in the 2012-2014 Fiscal Year is 

bribery or gratuity, which is related to the implementation of its functions and duties in 

making legislation (legislation), approving the budget ( budgeting), and supervision 

(controling) of the implementation of local government policies. Bribery as a criminal 

offense for corruption in the PTPK Law is regulated in several articles, namely: Article 5 

paragraph (1) letters a and b, Article 11, Article 12 B, Article 13 of the Corruption 

Eradication Law. Corruption committed by DPRD members from a criminological 

perspective is a crime. Interpretation of crimes against an act that is categorized as a 

criminal act of corruption, because the act is deemed to have caused unrest for the 

community. Efforts to prevent and eradicate corruption, which are ideal in a criminological 

perspective, can be carried out in two ways, namely penal and non-penal efforts. 

Keywords: Criminological Analysis, Corruption, DPRD Members. 

 

I. PENDAHULUAN  

Korupsi di kalangan anggota DPRD telah menjadi suatu fenomena sosial yang sangat 

mengkhawatirkan. Perkembangan yang terjadi saat ini, terjadi trend korupsi berjemaah di 

kalangan anggota DPRD. Keadaan ini tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja, jika bangsa 

ini masih ingin melihat negara Indonesia eksis dalam kancah peradaban dunia. Sebab, 

kejahatan korupsi merupakan salah satu penyebab dari kehancuran negara dan suatu bangsa. 

Korupsi oleh anggota DPRD dapat dilihat dari kasus suap terhadap anggota DPRD Sumut 

oleh Gubernur provinsi Sumatera Utara di masa itu, yaitu Gatot Puji Nugroho terkait dengan 

pembahasan APBD Sumut 2014-2015, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD 

Sumut pada tahun 2015, persetujuan laporan pertanggungjawaban pemerintahan provinsi 
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Sumut 2012-2014, dan persetujuan perubahan APBD tahun anggaran 2013-2014. Tidak 

tanggung-tanggung, kasus korupsi anggota DPRD Sumut terkait dengan persetujuan laporan 

pertanggungjawaban pemerintahan provinsi Sumut 2012-2014, KPK menetapkan setidaknya 

38 orang anggota Sumut sebagai tersangka, yang telah diadili dan dijatuhi vonis oleh 

pengadilan.1  

Korupsi sebagai gejala sosial yang fenomenal merupakan realitas perilaku manusia 

dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan 

negara. Ibaratkan virus, korupsi dapat dikatakan sebagai virus Covid-19 yang sangat 

berbahaya dan terus menjangkiti negeri ini sehingga menjadi penyakit endemik yang sulit 

untuk dihilangkan, sebab belum adanya formula yang dianggap efektif untuk membasminya. 

Korupsi merupakan penyakit masyarakat dan menjadi benalu sosial yang merusak sendi-

sendi kehidupan suatu bangsa apabila dilakukan secara terus menerus dalam sekala besar. 

Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam (widespread and deep-

rooted) itu menurut Prognosis Syed Hussein Alatas, akhirnya hanya akan menggerogoti 

habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (self destruction).2 

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, nyata bahwa korupsi telah 

membudaya bagi bangsa Indonesia. Di mana korupsi menjadi jalan pintas yang oleh 

masyarakat dianggap sebagai suatu yang wajar untuk memperoleh kekayaan dengan mudah 

dan cepat. Hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan, bagaimanapun kejahatan korupsi harus 

diberantas karena dampak negatif yang begitu besar terhadap sendi-sendi kehidupan 

berbangsa dan bernegara.  

Usaha pencegahan kejahatan merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan 

mental, fisik dan sosial seseorang. Usaha pencegahan kejahatan, berarti terdapat upaya untuk 

mengadakan usaha perubahan ke arah yang lebih baik (positif). Sehubungan dengan 

pemikiran ini, guna merubah perilaku kriminil, harus pula dilakukan perubahan lingkungan 

(abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminil yang ada 

dan menambah risiko terjadinya perbuatan kriminal. 

Upaya penanggulangan kejahatan korupsi erat kaitannya dengan politik kriminal dan 

kebijakan kriminal yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam konsep kriminologi mengenai 

penanggulangan kejahatan umumnya secara konkrit dilakukan dengan menggunakan metode 

perlakuan (treatment-method) sebagai bentuk reaksi masyarakat yang bersifat non-punitip. 

Metode perlakuan (treatmentmethod) merupakan bentuk baru dalam usaha penanggulangan 

kejahatan, namun bukanlah berarti bahwa fungsi dan peranan metode hukuman 

(punishment-method) harus ditinggalkan. 

Penanggulangan kejahatan dalam perspektif kriminologi senantiasa dilandaskan pada 

masalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Sesuai pendapat Sutherland dalam Topo 

Santoso, yang menjelaskan bahwa “kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, 

pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.”3 

Uraian singkat latar belakang permasalahan menjadi motivasi yang mendasari untuk 

meneliti lebih jauh lagi mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi yang dilakukan 

anggota DPRD provinsi Sumatera Utara terkait laporan pertanggungjawaban anggaran 

pembelanjaan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumut, melalui penelitian tesis dengan judul: 

Analisis Kriminologi Korupsi Anggota DPRD Sumut Terkait Laporan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD (Studi Kasus Korupsi Anggota DPRD Sumut). 

 
1Santi Dewi, Korupsi Berjemaah Setiap Anggota DPRD Sumut Terima Suap Rp. 300 Juta, melalui: 

https://www.idntimes.com, diakses pada tanggal 22 Desember 2020. Pukul. 16. 30 Wib. 
2Ediwarman, 2014, Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, Yogyakarta : Genta 

Publishing, h. 77 .  
3Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, Kriminologi, Jakarta : Rajawali Pers, h. 10-11.  

https://www.idntimes.com/
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II. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian yuridis normatif. Melalui pendekatan 

yuridis normatif dapat diketahui apakah undang-undang, asas-asas dan konsep hukum yang 

mendukung peraturan perundangan yang berlaku saat ini untuk melakukan pencegahan dan 

pemberantas korupsi, khususnya korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD.   

Penelitian normatif (kepustakaan) dilakukan dengan cara meneliti teori-teori, dalam hal ini 

teori-teori kriminilogi dan teori-teori hukum serta peraturan-peraturan perundangan yang 

relevan dengan permasalahan dan pembahasan, yakni tentang faktor penyebab terjadinya 

korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Sumut dalam kaitannya dengan laporan 

pertanggungjawaban APBD Sumut T.A 2012-2014, serta upaya dalam pencegahan dan 

penanggulangan keterlibatan anggota DPRD dalam tindak pidana korupsi. Penelitian hukum 

normatif, dalam penelitian ini meliputi: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian 

terhadap sistematik hukum.4 

Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum 

(gegevens van het recht). Unsur-unsur hukum tersebut meliputi unsur idiel dan unsur riil. 

Unsur idiel mencakup hasrat susila dan rasio manusia. Sedangkan unsur riil mencakup 

manusia, kebudayaan (materiil) dan lingkungan alam, yang menghasilkan tata hukum.5 

Penelitian terhadap asas-asas hukum (pendekatan konseptual/ conceptual approach), dalam 

hal ini dapat dilakukan dengan menggali dan mencari doktrin-doktrin hukum yang relevan 

dengan pembahasan penelitian. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat pula 

ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.6  

Penelitian terhadap asas-asas hukum sangat penting, karena pemahaman terhadap 

pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk 

membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Berkenaan 

dengan penelitian ini, maka pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dan memberikan 

pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, yang relevan dengan permasalahan penelitian 

ini, yaitu mengenai pencegahan dan penanggulangan keterlibatan anggota DPRD dalam 

tindak pidana korupsi.  

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder 

adalah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (library research), yaitu berupa bahan-

bahan hukum yang teridiri dari: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier.7  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (library reseacrh), lazim dilakukan 

dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian 

hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi 

penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.8 Studi dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu dengan melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang 

relevan dengan pembahasan penelitian.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

 
4Soerjono Soekanto, 1984, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan, Jakarta : PT. Rajawali Pers, h. 

14. 
5Ibid.  
6Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, Op.cit, h. 

178. 
7Soerjono Soekanto, Op.cit, h. 13. 
8Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 

Jakarta, h. 72.  
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menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.  

 

III. PEMBAHASAN  

 

1. Bentuk Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD Sumut Terkait Dengan 

Laporan Pertanggungjawaban APBD Gubernur Provinsi Sumut Pada  Tahun 

Anggaran 2012- 2014 

Keterlibatan anggota DPR dalam korupsi biasanya terkait dengan persetujuan 

penganggaran, dalam hal ini terjadi kolusi antara kepala daerah dengan anggota DPRD 

dalam merumuskan dan menyetujui anggaran dari kebijakan yang akan dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah. 

Kasus korupsi secara bersama-sama oleh sejumah anggota DPRD provinsi Sumatera 

Utara yang juga melibatkan Kepala Daerah/mantan Gubernur provinsi Sumatera Utara Gatot 

Puja Nugroho, terkait persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

(LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumut 

Tahun Anggaran (TA) 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 

2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, persetujuan terhadap APBD 

Provinsi Sumut TA 2015, persetujuan terhadap LPJP APBD Pemerintah Provinsi Sumut TA 

2014. 

Menentukan bentuk korupsi secara bersama-sama yang dilakukan oleh Anggota 

DPRD provinsi Sumatera Utara, dapat dianalisis dari beberapa putusan pengadilan yang 

telah menjatuhkan vonis terhadap anggota DPRD provinsi Sumut, yang diperiksa dan diadili 

oleh Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  

Putusan No. 15/Pid. Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Sel, dalam perkara tindak pidana 

korupsi yang dilakukan oleh Kamaluddin Harahap selaku mantan Wakil Ketua DPRD 

provinsi Sumatera Utara, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan 

diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dan 

dibuktikan pada Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.  

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya, 

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 

dikurangi selama masa terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 

2.000.000.000 (dua miliyar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun kurungan, dengan perintah 

supaya terdakwa tetap ditahan. 

Selanjutnya, putusan Nomor 30/Pid.SUS/TPK/2016/PN. Jkt.Pst, terkait dengan 

korupsi secara bersama-sama yang dilakukan oleh anggota DPRD provinsi Sumatera Utara, 

yakni terdakwa (CR) selaku Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2009 s.d. 2014 dan sebagai anggota 

DPRD provinsi Sumatera Utara Periode 2014-2019. Majelis hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara tersebut menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan 

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana 

diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang 
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Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, majelis hakim menjatuhkan 

putusan terhadap terdakwa (CR), yang amar lengkapnya menyatakan bahwa Terdakwa (CR) 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara 

bersama-sama dan berlanjut. Oleh karena itu, Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat menjatuhkan pidana oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 

(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus 

juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 

(tiga) bulan. 

Berdasarkan kedua putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat yang telah memeriksa dan mengadili para terdakwa kasus korupsi secara bersama-

sama anggota DPRD provinsi Sumatera Utara  periode 2014 s.d. 2019, diketahui bahwa 

bentuk korupsi secara bersama-sama anggota DPRD provinsi Sumatera Utara terkait dengan 

penerimaan uang dari Gatot Puja Nugroho mantan Gubernur provinsi Sumatera Utara, yang 

merupakan tindak pidana gratifikasi sebagai diatur dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sejumlah uang yang diberikan mantan Gubernur provinsi Sumut kepada para 

terdakwa/terpidana kasus korupsi bersama-sama anggota DPRD Sumatera Utara tersebut, 

bertujuan agar anggota DPRD Sumut bersedia memberikan persetujuan terhadap Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD 

Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut Tahun 

Anggaran 2014, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2015, dan 

persetujuan terhadap LPJP APBD Pemerintah Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014. 

Memperhatikan ketentuan pasal yang diterapkan bagi para terdakwa /terpidana kasus 

korupsi secara bersama-sama oleh anggota DPRD Sumut dalam proses pemeriksaan di 

persidangan pada Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dapat 

disimpulkan bahwa bentuk korupsi secara bersama-sama oleh anggota DPRD Sumut adalah 

termasuk tindak pidana suap yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

 

2. Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD Dalam Perspektif Kriminologi 

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Tidak saja 

karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi 

bersifat pararel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, 

sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.9 

Perkembangan kajian Kriminologi, khususnya studi atau kajian sosiologis terhadap 

perundang-undangan pidana, telah menimbulkan kesadaran bahwa dirumuskannya suatu 

perbuatan tertentu sebagai kejahatan (tindak pidana) tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh 

besar kecilnya kerugian atau dampak dari kejahatan itu terhadap masyarakat luas atau karena 

pengaruh sifat a-moral yang ditimbulkannya. Tetapi, pada sebagian banyak perumusan 

peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang pidana lebih dipengaruhi oleh 

kepentingan-kepentingan politik.10  

Korupsi jika ditinjau dari prespektif kriminologi baru, maka korupsi merupakan 

kejahatan, karena korupsi memiliki dampak social (social injuries) yang sangat luar biasa. 

 
9 Mien Rukmini, 2006, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung : PT Alumni. Bandung, h. 111.  
10Muhammad Ridwan Lubis, 2021, Bahan Ajar Kriminologi, Medan : CV. Sentosa Deli Mandiri, h. 10
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Akan terjadi kesenjangan structural yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi itu, hal tersebut 

akan terus berlaku selama kejahatan korupsi tersebut dapat ditanggulangi. Ibarat “lingkaran 

setan”, kejahatan korupsi cenderung dilakukan dengan cara berkorporasi, baik dari atasan ke 

bawahan atau sebaliknya dari bawahan ke atasan.11 

Analisa kriminologi terhadap korupsi menghasilkan sintese bahwa korupsi 

merupakan kejahatan, sintese ini dihasilkan dari hasil analisa diskripsi para ahli kriminologi 

tentang kejahatan, baik ahli kriminologi yang berpandangan kejahatan merupakan perbuatan 

yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan mendapatkan sanksi pidana bagi 

yang melakukannya, atau yang mendiskripsikan kejahatan bukanlah suatu perbuatan tetapi 

status atau lebel yang diberikan oleh masyarakat terhadap perbuatan yang mengganggu 

eksistensi dari komunitas yang ada di dalam masyarakat. 

Sintese tersebut di atas sangatlah menarik jika dihubungkan dengan pendapat 

Sadjipto Raharjdo tentang korupsi konvensional, yang mengatakan bahwa:  

Korupsi versi Undang-Undang Antikorupsi “hanya” merumuskan korupsi sebagai perbuatan 

yang merugikan keuangan Negara, baik untuk kepentingan sendiri maupun kelompok. tentu 

saja itu sudah lumayan, tetapi jika ingin menuntaskan pemberantasan korupsi dengan 

sekalian percabangannya, sasaran yang dituju belumlah mencukupi, sasaran kebijakan yang 

saat ini ada baru korupsi konvensional.12 

Dapat disimpulkan, bahwa korupsi yang dianalisa di atas adalah korupsi 

konvensional, maka tidak menjadi perdebatan jika korupsi konvensional itu ditetapkan 

sebagai kejahatan, pasti tidak akan ada yang menolak dan menentang sintese itu. Lalu 

bagaimana dengan korupsi yang non konvensional, apakah merupakan kejahatan atau tidak?. 

Satjipto Rahardjo, kemudian memberikan contoh bahwa korupsi non konvensional itu 

adalah “korupsi kekuasaan”, yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan publik mana 

pun dan pada tingkat mana pun, yang berkualitas jahat, tidak jujur, lemah empati, tidak 

bermutu, dan merusak kepercayaan publik. Korupsi ini dilakukan dengan menggunakan 

kekuasaan secara sewenang-wenang (willekeur), ceroboh, melakukan pekerjaan/proyek di 

bawah standar; bekerja asal-asalan, tidak perduli perasaan rakyat, dan sebagainnya.13  

Kualitas pelayanan menjadi parameter untuk menentukan korupsi kekuasaan. Seorang 

pejabat publik yang membiarkan rakyat menunggu adalah contoh tingkah laku pelayanan 

yang buruk, demikian pula dengan pekerjaan proyek-proyek fisik. Parameter korupsi 

kekuasaan adalah “menjalankan tugas atau pekerjaan secara tidak memadai atau patut.” 

Ukuran ini bisa dikenakan pada sekalian jabatan di ranah publik, mulai pimpinan proyek, 

akuntan, guru, dosen, rektor, kepala rumah sakit, kepala desa, bupati, jaksa, hakim, 

legislative, menteri dan seterusnya.  

Korupsi non konvensional diduga terjadi setiap hari dan sering berdampingan 

dengan korupsi konvensional, tetapi tanpa terdeteksi. Lebih menakutkan lagi, jika 

direnungkan secara mendalam, dapat dibayangkan betapa korupsi non konvensional dapat 

menjadi voorklas (taman kanak-kanak) dari korupsi konvensional. Lebih fatal lagi, jika 

masyarakat tidak menganggapnya sebagai suatu kejahatan, karena ada hubungan simbiusis 

mutualisme antara koruptor dengan masyarakat. Dengan begitu, korupsi non konvensional, 

bukanlah suatu kejahatan karena tidak terkriminalisasi dalam perundang-undangan.  

Korupsi non konvensional seringkali diamini atau disetujui oleh masyarakat, dengan kata 

lain masyarakat tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diusik eksistensinya. Hal inilah 

menjadi penyebab sulitnya pemberantasan kejahatan korupsi. Karena upaya penanggulangan 

 
11Topo Santoso, Op.cit, h. 16-17  
12Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, h. 135  
13Ibid, h. 136  
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dan pemberantasan korupsi hanya sebatas pada korupsi yang bersifat konvensional, 

sedangkan korupsi non konvensional sama sekali belum tersentuh oleh hukum.  

Syed Hussein Alatas, telah memberikan gambaran dampak dari korupsi itu, dengan 

mengatakan bahwa “korupsi akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan 

masyaakatnya sendiri (self-destruction). Korupsi sebagai parasit yang menghisap pohon 

akan menyebabkan pohon itu mati dan saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut 

mati karena tidak ada lagi yang bisa diisap.”14  

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam berita yang ditulis oleh Masyarakat Transparansi 

Indonesia, tidak ada jawaban yang persis yang terkait penyebab terjadinya korupsi, namun 

ada 2 (dua) hal yang jelas, yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, yaitu adanya 

dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya) dan 

rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan 

sebagainya.
26  

Berdasarkan pendapat Sarlito Wirawan tersebut di atas, penyebab korupsi dapat 

dibedakan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan ekternal. Faktor eksternal bersifat 

penarik, yaitu menstimulasi individu melakukan perilaku korupsi. sedangkan faktor internal 

bersifat pendorong, yaitu menggerakkan individu melakukan perilaku korupsi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Schwartz, terdapat 8 (delapan) faktor 

penyebab terjadinya korupsi, yaitu:15 

a. Tradition (nilai suatu perilaku sebagai budaya/kebiasaan). 

Koruptor menganggap bahwa perilaku korupsi merupakan sebuah tradisi yang bersifat turun 

temurun, sebuah kebiasaan yang dapat diterima, menunjukkan sisi negative nilai tradisi. 

b. Self Direction (bebas, tidak terikat dengan aturan). 

Perilaku korupsi yang didasarkan pada basic human values self direction menunjukkan 

usaha mencapai tujuan dengan melanggar aturan yang ada, karena menekankan pada 

tercapainya tujuan memperkaya diri. 

c. Stimulation (mengambil resiko untuk kesenangan). 

Perilaku korupsi merupakan usaha yang menantang dan beresiko karena usaha korupsi 

melanggar aturan dan jangan sampai terbongkar. 

d. Achievement (menekankan keberhasilan untuk mendapatkan pujian dari orang lain). 

Perilaku korupsi dengan tujuan mencapai kesuksesan berdasarkan kriteria kekayaan atau 

materi dari tinjauan usahanya, termasuk melanggar etika normative.  

e. Power (menekankan menjadi kaya dan orang lain mengkuti kehendaknya).  

Perilaku korupsi yang lebih menekankan pada adanya kekayaan yang dapat digunakan untuk 

menguasai orang lain, didasari pada prinsip hidup dengan uang atau kekayaan hidup menjadi 

lebih mudah karena dapat memenuhi semua kebutuhan hidup termasuk membeli orang lain. 

f. Conformity (mengikuti apa yang dianjurkan, dikerjakan, atau dilakukan  sebagian 

besar orang dilingkungannya). 

Perilaku korupsi yang menekankan membuat keharmonisan pada kelompok koruptor, 

namun berpotensi merusak keharmonisan sosial pada tingkat sosial yang lebih tinggi, 

misalnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  

g. Security (Mengutamakan kemanan diri sendiri). 

Perilaku korupsi yang didasarkan pada nilai untuk mencapai keamanan diri dari kelompok 

yang melakukan korupsi. saat individu berada disebuah kelompok dan hampir sebagian 

besar anggota kelompok melakukan perilaku korupsi dapat merasakan sebagai anggota 

kelompok yang asing (outgroup) sehingga lebih rentan untuk menampilkan perilaku yang 

 
14Sayed Husein Alatas, 1998, Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi, Jakarta : LP3ES, h. 120. 
15Ibid, h 5-6. 
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sama dengan anggota kelompok yang lain agar tercipta perasaan aman sebagai anggota 

kelompok (ingroup).  

h. Hedonism (menekankan kesenangan). 

Perilaku korupsi yang didasari untuk mecapai kenyamanan atau kesenangan. Perilaku 

korupsi biasanya tetap dilakukan, meskipun secara finansial kebutuhan hidupnya terpenuhi, 

namun karena nilai hedonism yang tinggi, maka koruptor merasa tidak berkecukupan dan 

melakukan korupsi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 

Kedelapan faktor penyebab korupsi yang dikemukakan Schwartz di atas, dapat dikatakan 

bahwa hampir seluruh faktor penyebab terjadinya korupsi tersebut memenuhi kriteria 

korupsi secara bersama-sama yang dilakukan oleh anggota DPRD provinsi Sumut periode 

2014-2019.  

Berdasarkan teori-teori kriminologi mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan, 

dapat dikatakan bahwa terjadinya korupsi secara bersama-sama yang dilakukan oleh anggota 

DPRD Sumut disebabkan oleh rendahnya kualitas diri, kualitas keimanan, dan hasrat 

menurut hawa nafsu yang terlalu berlebihan. 

Mengacu pada konsep teori teologis, setiap manusia berpotensi melakukan berbagai 

kejahatan, karena dalam diri manusia terdapat unsur nafsu yang diberikan oleh Allah 

Subhana Wata’ala. Nafsu, yang terdapat dalam diri manusia umumnya berwatak jahat dan 

selalu mengarahkan manusia untuk berbuat jahat. Oleh karena itu, agar unsur jahat yang 

terdapat dalam nafsu tersebut tidak mendominasi, maka setiap manusia harus 

mengendalikannya dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama. 

Gaya hidup glamour para pejabat, tidak terkecuali para anggota DPRD selalu 

menampilkan kemewahan. Gaya hidup glamour, telah dijadikan menjadi tolok ukur 

keberhasilan seseorang, sehingga mendorong perilaku korup dikalangan para pejabat, 

termasuk anggota DPRD. Untuk memenuhi gaya hidup, dan mencapai kesuksesan dengan 

kriteria kekayaan, akhirnya mendorong perilaku korup oleh bagi sebagian pejabat dan 

anggota DPRD. Bahkan perilaku tersebut telah menjadi suatu budaya yang mendapat 

pembenaran dari sekelompok orang dengan berbagai alasan-alasan tertentu. 

Perilaku korupsi secara bersama-sama anggota DPRD Sumut, jika dianalisis 

berdasarkan teori differential associatiaon, dapat dikatakan bahwa bahwa pola korupsi yang 

dilakukan oleh anggota DPRD adalah suatu hal yang telah dipelajari oleh masing-masing 

anggota DPRD, sehingga menjadi suatu pola tingkah laku kriminal organisasi ketika 

kejahatan korupsi itu dilakukan secara secara bersama-sama. 

Terjadinya korupsi oleh anggota DPRD Sumut didorong faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal dalam hal ini disebabkan rendahnya moralitas masing-masing anggota 

DPRD karena kurangnya penerapan ajaran agama yang baik dan benar serta belum adanya 

kesadaran hukum. Sedangkan faktor eksternal, korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD 

Sumut dikarenakan pola hidup komsumtif dan gaya hidup glamour yang selalu 

menampilkan kemewahan. Selain, itu terjadinya korupsi juga dikarenakan penegakan hukum 

yang belum konsisten dan rendahnya hukuman bagi pelaku. 

 

3. Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Ideal 

Dalam Perspektif Kriminologi 

Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dalam perspektif kebijakan kriminal dapat 

ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui sarana penal dan non penal. Sebagaimana 

dikemukakan Barda Nawawi Arief, sebagai berikut :  

Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif 

semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial 

lainnya. Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan 
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kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh 

karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (penal policy), khususnya 

kebijakan formulasinya juga adanya kebijakan politik kriminal. Hal ini demi kebijakan 

penegakkan hukum atau “Law enforcement”.16 

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal (kebijakan hukum pidana), Barda Nawawi 

Arief menjelaskan bahwa : 

Kebijakan hukum pidana “penal policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang 

mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara 

lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi 

juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para 

penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.17  

Menurut penulis, kebijakan hukum pidana dalam menangulangi kejahatan korupsi 

telah dirumuskan dengan baik dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang 

Perubatan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Hanya saja penerapan sanksi pidana dalam undang-undang masih relatif lemah, 

bahkan sanksi pidana mati terhadap pelaku koruptor sejak diterbitkannya undang-undang 

tersebut belum pernah diterapkan, meskipun dalam undang-undang itu diatur sanksi pidana 

mati. 

Penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku koruptor merupakan langkah efektif 

dalam mencegah terjadinya korupsi karena menimbulkan efek jera bagi masyarakat, 

khususnya para pejabat, aparatur pemerintah dan aparat penegak hukum.  

Penerapan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yakni berupa 

penerapan hukum mati cukup efektif dalam menekan terjadinya peningkatan kejahatan 

korupsi. Hal ini dapat dilihat dari penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi di 

Republik Rakyat Cina (RRC). Negara ini sebelumnya juga termasuk negara yang memiliki 

tingkat korupsi yang tinggi, namun setelah pemerintahnnya menerapkan sanksi pidana mati 

terhadap para pelaku korupsi, angka korupsi di negara tersebut berangsur menurun. 

Selain penerapan pidana mati, sebagai upaya yang komprehensif dalam 

menanggulangi kejahatan dalam menanggulangi kejahatan korupsi perlu pula dilakukan 

kebijakan-kebijakan sosial yang mencegah terjadinya kejahatan korupsi sebagai bentuk 

upaya non penal.  

Upaya non penal dalam menanggulangi kejahatan korupsi adalah dengan cara 

budaya anti korupsi sebagai usaha menangkal budaya korupsi yang saat ini terus 

berkembang. Praktek korupsi yang telah mengakar dalam masyarakat sangat erat kaitannya 

dengan “moralitas”. Dengan demikian, maka perlu adanya perbaikan moralitas bangsa 

secara keseluruhan dengan membangun budaya “anti korupsi”, dan menekankan budaya 

“malu korupsi”. Terdapat tiga aspek penting untuk menangakal korupsi, yaitu : 

1) Aspek struktur sosial, yaitu sikap konsisten merupakan modal utama. Jika dalam 

masyarakat ada perlawanan terhadap korupsi maka akan ditemukan kekuatan untuk 

melawan korupsi dan sebaliknya; 

2)  Aspek Yuridis, yaitu penegakan hukum yang tidak diskriminatif;  

3) Aspek etika/ahlak manusia, yaitu adanya upaya-upaya yang mengarah pada faktor 

moral.  

Sikap permisif dan toleran terhadap tindakan korupsi yang selama ini berkembang di 

masyarakat merupakan tantangan terbesar dalam mengembangkan budaya anti korupsi. 

 
16Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : Prenada Kencana Media Group,  h. 126.  
17Ibid, h. 128. 
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Toleransi terhadap korupsi secara masif dapat menyebabkan korupsi menjadi mendarah 

daging. Akibatnya negara dijejali pejabat-pejabat korup yang membentuk apa yang disebut 

”kleptokrasi”. Pada kondisi ini, maka masyarakat menjadi tidak berdaya mengatasi korupsi, 

sebaliknya mengidentifikasi diri dengan tindakan-tindakan korup. 

Budaya anti korupsi dalam penanggulangan kejahatan korupsi yang sebelumnya pernah 

diwacanakan, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel. 1 

Wacana Sanksi Sosial Terhadap Pelaku Korupsi 

 

Waktu Usul Penanganan Keterangan 

Juli 2002 Pelaku korupsi tidak disholatkan 

sampai uang hasil jarahan 

dikembalikan 

Diusulkan oleh 

Masyarakat Alim Ulama 

dan Konferensi 

Nahdatul Ulama. 

Feb 2008 Koruptor diberikan kerja sosial sebagai 

hukuman tambahan. 

Dalam KUHP terbuka 

kerja sosial. 

Juli 2008 KTP pelaku koruptor diberikan tanda 

khusus. 

Diusulkan Ketua KNPI 

Hasanuddin Yusuf 

Agus 2008 Tersangka korupsi di borgol dan diberi 

baju khusus saat menjalani proses 

hukum. 

Suver KPK. 

Agus 2009 Tidak memberikan remisi Menurut ICW 

April 2010 Memiskin koruptor Diusulkan oleh Arifin 

Muhtar  

April 2011 Hukuman Mati Usulan Ketua PP 

Muhammadiyah 

April 2011 Pencabutan Hak Politik Rekomendasi 

Muhktamar PPP. 

Sumber : Kompas 16 Juni 2011. 

Dari beberapa usulan wacana pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi di 

atas, dapat dikatakan bahwa hampir semua wacana tersebut telah dilakukan, hanya satu dari 

wacana-wacana itu yang hingga kini belum pernah dilaksanakan, termasuk wacana 

penerapan hukuman mati sebagaimana diusulkan oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah. 

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, penerapan sanksi pidana 

mati bagi pelaku koruptor perlu untuk dipertimbangkan. 

Pengembangan budaya anti korupsi dapat pula dilaksanakan melalui pendidikan anti korupsi 

sejak dini, yaitu dengan memasukkan pendidikan anti korupsi mulai tingkat sekolah 

menengah pertama (SMP). Dengan adanya pemahaman yang diberikan sejak dini, maka 

diharapkan generasi penerus bangsa kedepannya dapat menjadi insan-insan yang memiliki 

integritas diri yang senantiasa bersikap jujur dan amanah.  

 

IV. KESIMPULAN  

 

1. Bentuk korupsi yang dilakukan anggota DPRD Sumut terkait dengan laporan 

pertanggungjawaban APBD Gubernur provinsi Sumut pada Tahun Anggaran 2012- 2014 

adalah suap atau gratifikasi, yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugasnya dalam 

membuat peraturan perundang-undangan (legislasi), menyetujui anggaran (budgeting), dan 

pengawasan (controling) terhadap pelaksanaaan kebijakan pemerintah daerah. Suap sebagai 

delik pidana korupsi dalam Undang-Undang PTPK diatur dalam beberapa pasal, yaitu : 
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Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 11, Pasal 12 B, Pasal 13 Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

2. Korupsi yang dilakukan anggota DPRD dalam perspektif kriminologi merupakan 

suatu kejahatan. Tafsir kejahatan terhadap tindak perbuatan yang dikategorikan sebagai 

tindak pidana korupsi, karena perbuatan tersebut dianggap telah menimbulkan keresahan 

bagi masyarakat, juga memberikan dampak buruk bagi program pembangunan, utamanya 

upaya pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan 

luar biasa dan digolongkan ke dalam tindak pidana khusus. Korupsi dapat dianalisa dari 

berbagai sudut pandang, salah satunya dari sudut kriminologi. Dalam kriminologi terdapat 

berbagai teori dan ajaran, salah satunya ajaran Sosialis oleh Karl Marx. Ajaran ini 

memandang kejahatan sebagai suatu hasil sebagai akibat saja dan menghubungkan kondisi 

kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab dan akibat. 

3. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ideal dalam 

perspektif kriminologi, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal dan upaya non 

penal. Upaya penal dilakukan dengan melakukan proses hukum terhadap para pelaku 

korupsi, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai penjatuhan putusan terhadap terdakwa. 

Sedangkan upaya non penal dapat dilakukan dengan membangun budaya anti korupsi, 

melalui sanksi sosial dan pendidikan anti korupsi sejak dini dengan memasukkan program 

pendidikan anti korupsi dalam dunia pendidikan, mulai tingkat SMP, SMA sampai 

Perguruan Tinggi. 
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